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> 4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

PENJABAT KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN

WARGA KELURAHAN PADA KECAMATAN TAMALANREA KOTA
MAKASSAR.

Menetapkan Penjabat Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun
Warga Kelurahan pada Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar
sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

: Masa bakti Penjabat Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun
Warga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak
berlakunya Keputusan ini dan berakhir setelah terpilihnya Ketua
Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga definitif,

: Segala biaya yang timbul schubungan dengan pelaksanaan
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kota Makassar.

¢ Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan
ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Pemberdayaan
Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Makassar.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
padaqt,ax;gggl .2 MARET 2022
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-’;""/‘fWAMKO'RA MAKASSAR,
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] MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan dis aikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.Sulawesi Selatan di Makassar-
3. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;

4. Kepala Bappeda Kota Makassar di Makassar;
S. Kepala BPKAD Kota Makassar di Makassar;

6.
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Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Setda Kota Makassar di Makassar;

gian Hukum Setda Kota Makassar di Makassar;
at Se-Kota Makassar di Makassar;
h Se-Kota Makassar di Makassar;
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